BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

Setelah melihat, mempelajari, dan mengikuti proses praktek langsung

selama Magang 2 yang dilakukan di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor

Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, penulis dapat membuat

kesimpulan bahwa kegiatan pengujian telah berjalan dengan baik. Berikut

ini adalah beberapa hal yang penulis temukan antara lain :

1.

V.2 Saran

Penerapan sistem pelayanan di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor
Kabupaten Banyumas dimulai dari administrasi, pengujian persyaratan
teknis, pengujian persyaratan laik jalan serta penerbitan bukti lulus uji.
Dilaksanakannya perawatan harian, bulanan, dan tahunan pada setiap
alat uji di UPTD PKB Kabupaten Banyumas guna memastikan kinerja
dari alat ukur tetap baik dan sesuai dengan fungsinya. Dengan
dibuktikan hasil kalibrasi alat uji yang dilakukan oleh BPTD Kelas 1 Jawa
Tengah.

Peralatan Alat Pelindung Diri (APD) di UPTD Pengujian Kendaraan
Bermotor Kabupaten Banyumas sudah memadai. Akan tetapi dalam
pelaksanaannya belum dilakukan dengan maksimal pada saat proses

pengujian kendaraan bermotor.

Guna meningkatkan pelayanan serta kinerja Unit Pelaksana Teknis

Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas,

penulis menyarankan :

1.

Pengujian side slip sebaiknya dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundangundangan yang berlaku dan alat uji side slip dimajukan ke

uji rem sehingga awalan tidak terlalu dekat dengan uji lampu.

Perlunya pemahaman oleh penguji terhadap alat uji sehingga jika alat

uji error penguji dapat menangani error tersebut.
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Pada proses perawatan harian dan mingguan sebaiknya dilakukan
secara maksimal agar alat dapat terjaga kebersihan dan

keakuratannya.

Perlunya penambahan papan informasi di area luar gedung, sehingga
para pemilik kendaraan tidak kebingungan saat melaksanakan

pengujian kendaraan bermotor.
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